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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   250   TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang : 
	a. 
	bahwa bekerja bagi anak terutama jenis pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar disamping sangat bertentangan dengan hak azasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan secara universal; 



	
	b. 
	bahwa rencana aksi nasional penghapusan bentu-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 adalah merupakan peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga swadaya Masyarakat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh  dan Organisasi pengusaha masyarakat pada umumnya; 



	
	c. 
	bahwa agar pelaksanaan aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk komite;



	
	d. 
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Komite Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk nak di Kabupaten Bantul;



	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;



	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



	
	4. 
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 



	
	5. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 



	
	6
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;



	
	7. 
	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 



	
	8. 
	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 258/MEN/1983 tentang Lembaga Kerjasama Tripartiot Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor Kep. 126/MEN/2002;



	
	9. 
	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 01/Men/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja; 



	
	10. 
	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak; 



	
	11. 
	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimwea Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yofgyakarta;



	
	12. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan 
	: 
	Surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE. 12 M/BW/1997tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan anak Yang Bekerja. 



	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	: 
	

	KESATU 
	: 
	Membentuk Komite Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 



	KEDUA 
	: 
	Tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : 

	
	
	a. melakukan Advokasi dan sosialisasi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak (PBPTAN) pada pemangku kepentingan;

b. mengkordinasikan pelaksanaan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

c. memantau dan mengevaluasi baik secara periodik maupun insidentil serta menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk anak (PBPTA) kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut;

d. melaksanakan dengan Dinas/Instansi terkait untuk langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi dan reintegritasi dalam Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan

e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul. 



	KETIGA 
	: 
	Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul serta sumber-sumber dana lainnya yang sah. 



	KEEMPAT 
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL, 

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;

3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;

4. Ketua Bappenas di Jakarta;

5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

7. Kepala BKD Kabupoatn Bantul;

8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;

9. Yang bersangkutan

Untuk didiketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR           TAHUN 2009

TANGGAL

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE

	NO.
	JABATAN DALAM KOMITE
	INSTANSI/UNSUR
	NAMA

	1. 
	Pelindung 
	Bupati Bantul
	

	2. 
	Pengarah 
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 
	

	3. 
	Penasehat 
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 

Kab. Bantul
	

	4. 
	Ketua I 
	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul
	

	5. 
	Ketua II 
	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
	

	6. 
	Sekretaris 
	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Bantul
	

	7. 
	Anggota : 
	1. Unsur Pengadilan Negeri Bantul

2. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul

3. Unsur Pengadilan Agama Bantul

4. Unsur Polres

5. Unsur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul

6. Unsur Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul

7. Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul

8. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Bantul

9. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul

10. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul

11. Unsur Bappeda Kab. Bantul

12. Unsur DPU Kab. Bantul

13. Unsur Deperindagkop Kab. Bantul

14. Unsur Depag Kab. Bantul

15. Unsur Kantor Capil Kab. Bantul

16. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kab. Bantul

17. Unsur BKD Kab. Bantul

18. Unsur Kantor Sat Pol PP Kab. Bantul

19. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul

20. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kab. Bantul

21. Unsur Bagian Humas dan Informasi Kab. Bantul

22. Unsur TP PKK Kab. Bantul

23. Unsur APINDO Kab. Bantul

24. Unsur SPSI

25. Unsur Organisasi Masyarakat

26. Unsur Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA)

27. Unsur Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang HIPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul

28. Unsur Hubungan Indistrial Bidang HIPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul

29.  Unsur Pengawas Ketenagakerjaan

30.  Unsur Mediator Ketenagakerjaan
	

	8. 
	Sekretariat 
	Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul 
	


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR          TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

DISTRIBUSI RASKIN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang : 
	a. 
	Bahwa untuk mengupayakan ketahanan pangan pada masyarakat miskin maka perlu diberikan bantuan beras

	
	b. 
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan bupati Bantul tentang  Perubahan atas Keputusan bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Raskin Kabupaten Bantul;



	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 



	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 



	
	3. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	4. 
	Keputusan Prseiden Nomor 124 Tahun 2001  tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Jo. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002; 



	
	5. 
	Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan; 



	
	6. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun  2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2009; 

 

	
	7. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2005 tentang Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul;



	
	8. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009; 



	
	9. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2009; 



	Memperhatikan : 
	1.  
	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan; 



	
	2. 
	Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang mekanisme Pengendalian pelaksanaan Program Masuk Desa; 



	
	3. 
	Surat Menteri dalam negeri Nomor 412.6/1648/Sj tanggal 29 Juli 2002 Perihal Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan; 



	
	4. 
	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2179/Sj tanggal 15 September 2006 perihal Panduan Operasional TKPK Daerah; 



	
	5. 
	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/3186/sj tanggal 14 desember 2005 perihal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 



	
	6. 
	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2518/PMD tanggal 7 desember 2007 perihal Pagu Raskin Propinsi Tahun 2008. 

	
	
	

	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	: 
	

	KESATU 
	: 
	Mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Raskin Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 

	KEDUA 
	: 
	Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : 

	
	
	a. melakukan koordinasi vertical dan horizontal dengan instansi terkait;

b. mengkoordinasikan, mensinkronkan, mematau dan mengevaluasi pelaksanaan distribusi beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Bantul; dan

c. melaporkan s3ecara berkala kerja Tim Pengendalian dan Pengawasan distribusi Beras untuk Keluarga Miskin kepada Bupati Bantul.



	KETIGA 
	: 
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. 



	KEEMPAT 
	; 
	Dengan Berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Raskin Kabupaten Bantul dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 



	KELIMA
	: 
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantuyl Tahun Anggaran 2009. 



	KEENAM
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2009. 


Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal

BUPATI BANTUL, 

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Perum Bulog Divre Yogyakarta;

3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

4. Ketua DPRD KLabupaten Bantul;

5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

6. Kepala Bawasda Kabupaten Bantul;

7. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR           TAHUN 2009

TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1. 
	Pengarah 
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua TKPKD
	

	2. 
	Ketua 
	Asisten Pemerintahan setda Kab. Bantul
	

	3. 
	Sekretaris 
	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
	

	4. 
	Anggota 
	1. Kepala Bidang Bantuan dan jaminan social Dionas Sosial Kab. Bantul

2. Kasi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana Dinas Sosial Kab. Bantul

3. Kasi Perlindungan dan Jaminan social Dinas Sosial Kab. Bantul

4. Kasi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kab. Bantul

5. Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan sosial Bappeda Kab. Bantul

6. Kasi statistic dan social Kantor statistik Kab. Bantul
	


BUPATI BANTUL, 

M .IDHAM SAMAWI

